
 
 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 

NOMOR 6  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019. 

b.  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 116  ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang 
telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi 

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.  

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran  Negara 

Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5  Tahun 

1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56)  Dan Undang  

Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 

1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Termasuk  Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 

SALINAN 



Sumatera Selatan,  Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);      

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang    Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4239); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan  Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 



2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Perundang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 157); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558); 

 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 



Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 198); 

 
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 

di Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri  Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 

Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 594); 

 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 15); 

 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2019 Nomor 655); 

 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor  14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU UTARA 
dan 

BUPATI BENGKULU UTARA 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

 
Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 
 

(1) Pendapatan Daerah Rp. 1.323.306.311.265,00 
(2) Belanja Daerah Rp. 1.338.806.311.265,00 

 Surplus/(Defisit) Rp. (15.500.000.000,00) 

(3) Pembiayaan Daerah   
 a. Penerimaan Rp. 19.000.000.000,00 

 b. Pengeluaran Rp. (3.500.000.000,00) 

 Pembiayaan Netto Rp. 15.500.000.000,00 

 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan 

Rp. 0,00 

 

Pasal 2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :  
 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 89.724.227.265,00 

 b. Dana Perimbangan Rp. 987.182.338.000,00 

 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 246.399.746.000,00 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 

 a. Pajak daerah Rp. 17.278.457.000,00 

 b. Retribusi daerah Rp. 1.412.695.390,00 

 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 
Rp. 0,00 

 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 71.033.074.875,00 



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari  

jenis pendapatan :  
 a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 44.104.406.000,00 

 b. Dana alokasi umum Rp. 658.295.653.000,00 

 c. Dana alokasi khusus Rp. 263.123.498.000,00 

 d. Dana Insentif Daerah Rp. 21.658.781.000,00 

  

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c terdiri dari jenis pendapatan : 
 a. Pendapatan Hibah Rp. 45.148.800.000,00 

 b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan 

pemerintah daerah lainnya Rp. 

28.000.000.000,00 

 c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 173.250.946.000,00 

 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 a. Belanja Tidak Langsung Rp. 788.305.661.831,25 

 b. Belanja Langsung Rp. 550.500.649.433,75 

    
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai  Rp. 483.780.784.092,25 

 b. Belanja Hibah Rp. 49.234.500.000,00 

 c. Belanja Bantuan sosial Rp. 389.000.000,00 

 
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten 

/Kota  dan Pemerintah Desa 
Rp. 1.869.115.239,00 

 
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten /Kota  dan Pemerintah 

Desa 

Rp. 251.032.262.500,00 

 f. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00 

    

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai Rp. 29.791.490.000,00 

 b. Belanja Barang dan jasa Rp. 312.268.309.061,00 

 c. Belanja Modal Rp. 208.440.850.372,75 

 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
 a. Penerimaan Rp. 19.000.000.000,00 

 b. Pengeluaran Rp. 3.500.000.000,00 

    
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

 a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 19.000.000.000,00 

    

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 

 a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah 
daerah 

Rp. 3.500.000.000,00 

 

Pasal 5 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan daerah ini, terdiri dari : 



1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan APBD; 

2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III : Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;  

5. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII : Daftar Piutang; 
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; 

Pasal 6 
 

(1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 
daerah tahun-tahun sebelumnya. 
 

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencukupi, menggunakan : 
a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya 

serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. Memanfaatkan kas yang tersedia. 
 

(3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD. 

 
Pasal 7 

 

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi : 

a. Bencana alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar 
Biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau 

c. Kerusakan sarana/pra sarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 
publik. 
 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi : 

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. 

b. Pelayanan daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-
undangan dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 
 

(3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk 
kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar 
biasa. 

 

(4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau 
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 



(5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan 
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. 

 
Pasal 8 

 
Bupati Bengkulu Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan APBD. 

Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 
 

 

Ditetapkan di   Arga Makmur                  

pada tanggal  28 Desember 2019                    

 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 

ttd 
 

MIAN 

 
  
 

 
   

Diundangkan di Arga Makmur 

pada tanggal 28 Desember 202018                   

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA, 
 

ttd 
 

HARYADI 

  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

     KEPALA BAGIAN HUKUM 
    Setdakab. Bengkulu Utara 

 

USMAN WAHID.,S.H 

NIP. 19630630 199303 1 004 
 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU; (6/81/2019) 


